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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ngada berdasarkan penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah 

sebagai berikut: 

1. Derajat Desentralisasi rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 

2017-2021 sebesar 7,05%. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada sangat kurang. 

2. Kemandirian rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-

2021 sebesar 7,65%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan 

daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi 

masih rendah sekali dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. 

3. Efektivitas pendapatan rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada 

periode 2017-2021 sebesar 84,98%. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam memobilisasi penerimaan 

pendapatan asli daerahnya cukup efektif untuk memenuhi target yang sudah 

ditetapkan. 

4. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ngada periode 2017-2021 sebesar 7,18%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam melakukan pemungutan 

Pendapatan Asli Daerahnya sangat efisien. 
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5. Belanja langsung rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 

2017-2021 sebesar 23,37%; dan belanja tidak langsung rata-rata Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ngada periode 2017-2021 sebesar 63,73%. 

6. Pertumbuhan PAD rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 

2017-2021 sebesar 1,34%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ngada baik dalam mempertahankan realisasi penerimaan 

PAD. 

7. Pertumbuhan pendapatan rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada 

periode 2017-2021 sebesar 1,14%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada baik dalam mempertahankan 

pertumbuhan pendapatannya. 

8. Pertumbuhan belanja rata-rata Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada periode 

2017-2021 sebesar -0,08%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ngada masih kurang baik dalam mempertahankan 

realisasi pertumbuhan belanjanya. 

6.2 Saran  

Melihat permasalahan yang ada, dan dengan memperhatikan hasil dari 

analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ngada, maka saran – saran yang mungkin bermanfaat bagi 

pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten Ngada adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada harus mengurangi ketergantungan 

kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber 

pendapatan yang ada. 

2. Pemerintah Kabupaten Ngada perlu meningkatkan pembangunan serta 

penyediakan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian 

Pemerintah Kabupaten Ngada.  

3. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada lebih mengoptimalkan 

sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat 

meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern 

dapat diminimalisir. 

4. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada lebih proporsional di dalam 

mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan 

meningkatkan belanja modal. 

5. Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu 

dalam penelitian. 
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